QANUN KABUPATEN PIDIE JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

- PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPAT! PIDIE JAYA,

| Menimbang : a. bahwa bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya

| bertanggungjawab atas pengembangan sistim air
minum untuk menjamin hak setiap orang dalam
mendapatkan air minum yang bersih, sehat dan
praduktif bagi rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang ..
berlaku, periu dibentuk Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Pidie Jaya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dipandang periu

o - menetapkan Qanun-tentang Perusahaan Daerah
o Air Minum (PDAM) Kabupaten Pidie Jaya;

i Mengingat 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang a
Perusahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 10);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
'Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara  Republik




indonesia Nomor 3041) sebagaimana : telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun- 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 3890); - .
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
lsimewa Aceh (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun.1999 Nomor 172, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3893); |

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286); ’
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 fentang
perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor -5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355); - o
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang

" Sumber:Daya Air (Lembaran-Negara- Republik

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377),. . - | e
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 .Nomor 53, Tambahan Lembaran, Negara
Republik Indonesia Nomor 4389); B
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* 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ,
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab - W
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republix i |
Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan 'L
Lembaran Negara Republik. Indon&sla Nomor -

| 4441);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran = Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah kedua kali dengan Undang-Undang

" Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
‘Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repubiik

. ‘—-.“'_‘.:.l.“ef__ﬁ'aramNegara R‘pupl‘k !ndones:a ‘Nomor

- 4623); :

12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Repuplik

| Indonesia Nomor 4683);
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13.
1 14.
18,

16.

17.

2 indonesiaNomor 4815); _

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan - Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005
tentang Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578), |
Peratiran Pemerintah ' Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

" Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintaii Nomor 39 Tahun. 2007
tentang Pengelolaan  Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738); :
Peraturan. Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah * . (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan. Lembaran Negara  Republik

18, Qarian-Acah Nemor 3 Tahun 2007 fentang Tata

Cara’ Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah
Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor
03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe

" Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);



BABE | _
KETENTUAN URiURM

_ Pasal 1
Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
7 4 Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia
" sebagaimana dimaksud dalam Undang-undgng
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2. ‘Gubemur Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan
berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

3. Bupati adalah Kepala Pemenntahan Daerah
Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih melalui
‘proses demokratis yang dilakukan berdasarkan
azas langsung, umum, bebas , rahasia, jujur dan

adil,

4. Pemerintah Kabupaien adalah Pemerintahan
Kabupaten Pidi Jaya.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya
‘yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur
penyelenggaraan pemenntahan daerah
Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih
melalul-pemilihan umum.

6. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya terdiri
‘dari"Sekretariat 'Dasrah,” Sekretariatt DPRK,
= — - -~ —Dinas; Badan:dan-Kantor- serta-Lembaga: Teknis
‘n Kabupaten Pidie Jaya yang diatur dengan Qanun

Kabupaten Pidie Jaya. '

7. Qanun adalah Peraturan Perundang—undangan
sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Pidie Jaya
yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan
dan~ kehldupan masyarakat Kabupaten Pidie




- 8. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya
 disingkat PDAM adalah Perusahaan Milik
Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang didirikan

untuk menyelenggarakan pengembangan
sistemn penyediaan air minum di seluruh wilayah
Kabupaten Pidie Jaya. ‘

9. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pidie

Jaya.
10. Direksi adalah Direktur PDAM Kabupaten Pidie

Jaya.
11.Cabang Perusahaan - adalsh Cabang PDAM
Kabupaten Pidie Jaya. :

‘ BAB il o
MA, TEMPAT DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

(1) PDAM diberi nama “PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KRUENG MEUREUDU”

(2) PDAM berkedudukan di daerah Kabupaten Pidie
Jaya.

(3) PDAM dapat membuka kantor cabang atau
perwaldilan di luar daerah, apabila PDAM
memiliki bidang usaha selain penyediaan air

 minum melalui sistem jaringan perpipaan..

TBaBm |
| SIFAT, TUJUAN, DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 3
 PDAM suatu kesatuan produksi yang bersifat :
. & memberijasa;
b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan
¢. menunjang pendapat daerah




Pasal 4

Tujuan PDAM adalah :

a. memenuhi kebutuhan air minum yang memenuhi
syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat;

' b. memberikan kontribusi pada pendapatan daerah;
‘¢. menunjang pembangunan daerah;

“d’ menunjang pembangunan nasional

BAB YV
KELEMBAGAAN

- Fasal 5 ) _

- (1) Lembaga pengelotaan Air Minum Kabupaten
' Pidie Jaya dilaksanakan oleh PDAM.

(2) Pembentukan PDAM sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan ganun sebagai
Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 6

Pengeloiaan Air Minum sebagaimana dirmnaksud
dalam Pasal 5 berpedoman pada peraturan
perundang-undangan, |

BABYV
BIDANG USAHA

» | Pasal7 = \

-—Bidarig -Usaha -Pengelolaan Air Minum sebagai
“-—pelayanan—umum dan  pelayanan dasar dapat
: memperoleh ~bantuan.  subsidi.  Pemerintah,
Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kabupaten Pidie
Jaya. ' T

Pasai 8

Pengelolaan - Air~ Minum sebagaimana dimaksud
Pasal -6 untuk meningkatkan penerimaan daerah,
dengan mempertimbangkan sebagai berikut :



a. kebutuhan Masyarakat,
b. sarana dan prasarana pengelolaan air bersih;
c. besaran tarif pelayanan air bersih;

o Pasal 9

" PDAM dalam memberikan pelayanan air minum bagi

masyarakat wajib menyediakan sarana dan

prasarana sebagai berikut: - :

4 - pembangunan, pemeliharaan dan menjalankan
~ opresionalisasi sesuai dengan standar baku
" mutd air minum; -

n. memberikan = pelayahan, pengawasan dan .

_pengendalian pengelolaan air minum secara

.. merata bagi masyarakat;

‘¢ “menyelenggarakan pengaturan koniribusi air

‘bersih dan mencegah pengambilan .air secara
~ liar; dan _ :

d. menyalurkan air minum kepada masyarakat

konsumen secara tertib dan teratur.

_ - BABVI
MODAL PDAM
Pasal 10 -
{ (1) Modal dasar perabentukan PDAM seluruhnya
o . merupakan ‘bagian kekayaan Daerah yang

= odipisabkan e

(2) Modal. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

dapat ditambah modal yang bersumber aktiva
dan pasiva dari Pemerintah dan non pemerintah.
(3) Harta kekayaan yang persifat Likuid disimpan
pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang
Meureudu atau Bank Pemerintah lainhya yang

".5 ditunjuk oleh Bupati. :
3 ! g .
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BAB Vil
PENGELOLAAN PDAM

.‘ Pasal 11
PDAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip exonomi,
sosial, budaya, kearifan lokal, transparan dan
akuniabel dengan tetap memperhatikan fungsi
pelayanan umum -untuk memberikan kesejahteraan
. kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB Vil
ORGAN PDAM

' ~ Pasal12
Pengurus dalam penyelenggaraan PDAM terdiri dari:
a. Dewan Pengawas; dan
b. Direksi.

: BAB IX

£ DEWAN PENGAWAS

:s% Bagian Pertama

= Pengangkatan

| Pasal 13

8 (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur Pejabat
& - Daeran, --.unsur . profesi,.. dan/atay  unsur
= Agieghtiecyeti ) : Akl it Al

’E’"“ -~ =—=masyarakat - Konsumen yang diangkat dan

bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Svarat-syarat diangkat menjadi anggota Dewan
Pengawas sebagai berikut 1~ =~ .

a. menguasai manajemen PDAM;

, b. tersedianya - wakiu yang cukup untuk
; melaksanakan tugasnya;
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c. tidak terikat hubungan keluarga dengan
Bupati/Wakil Bupati, Dewan Pengawas yang
lain, atau Direksi sampai derajat ketiga, baik
menurut garis lurus maupun kesamping
terrasuk menantu dan ipar;

d. usia pada saat diangkat pertama kali paling
tinggi 55 tahum;

e. bukan pengurus partai politik;

(3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas
. "sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
-~ dengan Keputusan Bupati™

 Pasal 14 -

(1) Jumiah anggota Dewan Pengawas ditetapkan
berdasarkan jumiah  pelanggan  dengan
ketentuan: _.

a. Paling banyak 3 (figa) orang untuk jumiah
pelanggan sampai dengan 30.000- (tiga
puluh ribu); dan

b. Paling banyak 5 (ima) orang untuk jumiah

~ pelanggan di atas 30.000,- (tiga puluh ribu).

(2) Penentyan  jumiah ~ Dewan  Pengawas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan
efektifitas pengambilan keputusan. i -

(3) Kedudukan . anggota = Dewan Pengawas

“=isgehagaimanadimaksud pada ayat (1), 1 (satu)

~Brang sebagai Ketua merangkap_ anggota dan 1
(satu) orang Sekretaris merangkap anggota.

%

pPasal1s =~ .,

(1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling
lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan. '

(2) Pengangkatan kembali anggota dewan

pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat




e.

e

(1) dibuktikan dengan kinefja dalam melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan
direksi dan kemampuan PDAM dalam
meningkatkan kinerja pelayanan air minum bagi
masyarakat. .

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 16

‘Dewan Pengawas mempunyai tugas:

melaksanakan pengawasan, pengendalian dan
pembinaan  terhadap pengurusan  dan
pengelolaan PDAM,;

memeriksa dan menyampaikan rencana strategis

bisnis (Bussiness plan/corporate plan) dan

rencana bisnis. dan anggaran tahunan yang
diajukan oleh direksi kepada Bupati untuk
mendapatkan pengesahan;

memeriksa dan menandatangani laporan
keuangan; :

memberikan perfimbangan dan saran kepada
Bupati terhadap pengangkatan anggota direksi
PDAM;

memberikan pertimbangan dan saran kepada
Bupati terhadap rencana pegubahan status
kekayaan PDAM,
—=memberikan--pertimbarigan dan saran kepada
" Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan
“hukum dengan pihak lain; dan

memberikan - pertimbangan dan saran kepada
Bupati terhadap rencana pengembangan usaha
dan pengelolaan PDAM.

11
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Pasal 17
awas dalam melaksanakan tugas

Déwan Peng
ksud dalam Pasal 16 mempunyai

gebagaimana dima

. Wewenang:

- 't énilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;

_menilai laporan triwulan dan laporan tahunan
yarig' disampaikan Direksi untuk mendapat

“pengesahan Bupati;
-meéminta  keterangan Direksi  mengenai

hgelolaan dan pengembangan PDAM; dan

m,éhgi;Suikan pengangkatan, pemberhentian

Lfs‘éiinehtara,. rehabilitasi dan . pemberhentian
- - Direksi kepada Bupati.

R Pasal 18 :
- (1) Untuk membantuy kelancaran tugas Anggota
“Dewan Pengawas dapat dibentuk -Sekretaniat

“Déwan Pengawas dengan Keputusan Dewan

“"Pengawas.
(2) Sekretariat Dewan Pengawas -~ sebagaimana
- dimaksud ‘pada ayat {1) beranggotakan paling
- -‘‘pbanyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada
- Anggaran PDAM. - -

‘Z: 7. Bagian Kefiga

~_Penghasilan-Jasa Pengabdian

. Pasal19 _
Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa

uang jasa.
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. Pasal 20
#..7(1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa
& 0 paling banyak 45 % (empat puluh lima persen)

i< dar gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang

“iasa paling banyak 40 % (empat puluh persen)

M . Tdari gaji Direkiur Utama.

5 77(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menefima

4 =% “uang jasa paling banyak 35 % (tiga puiuh lima
s “‘persen) dari gaji Direktur Utama.

~(4y-Anggota Sekretariat Dewan Pengawas berhak

T “menerima jasa insentif yang besamya 20 % {dua

gﬁ'pisiuh persen) dari gaji Direktur Utama.

e

Pasal 21 .

__Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan
Pangawas memperoleh bagian dari jasa produisi

- 'secara proporsional yang besarmya ditetapkan oleh

- Bupati,

Pasal 22
(1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa
"pengabdian yang besamya ditetapkan oieh
“bupati dengan memperhatikan. kemampuan
PDAM.
(2) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan
- “honnat_sebelum .masa jabatannya berakhir,

FTECT b 20l Rk By i L] P Lab - . e e s oa -
R o LT B ey | B i E e o A L B
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~“mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat
telah menjalankan tugasnya paling singkat 1
(satu) tahun.

(3) Besamya uang jasa pengabdian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan
atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa
jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

1o et s Dhe D deorndamad] | -

e
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Bagian Keempat
Pemberhentian

. (4} Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
e & fasa jabatannya perakhir;
| TRy meninggal dunia; dan
“57 ¢, permintaan sendiri;
2)-Anggota  Dewan Pengawas  diberhentikan
: arena: :
‘a’ reorganisasi;
' b, kedudukan sebagal pejabat daerah telah
.. berakhir; ‘
" mencapai batas usia 65 (enam puluh lima)
tahun; -
tidak dapat melaksanakan tugas,
melakukan tindakan yang merugikan PDAM,
dan
melakukan tindakan atau bersixap Yang
bertentangan dengan kepentingan Daerah
- atau Negara.
{3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas
 gebagaimana dimaksud pada ayat {1) dan ayat

R 4

# .
IS .
o :

® o

ot

;z; : (2) ditetapkan oleh Bupati.

o e, PaSI24

H——={)-Anggola Dewan Pengawas Yyang melakukan
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
23 ayat (2) hurd e dan § diberhentikan
sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana
i dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
“Keputusan Bupati.

| (3) Paiing lambat 1 (satu) bulan  sejak

pemberhentian sementiara, Bupati
melaksanakan rapat yang dihedin oleh anggota

14
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Dewan Pengawas untuk menetapkan yang
bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(4) Apabila dalam wakiu 1 (satu) bulan Bupati

Oy W 3. ren et £ e
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belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud
i pada ayat (3), pemberhentian sementara batal
& ... .demihukum.
| (5) Apabila dalam persidangan sebagaimana
3 dimaksud pada ayat (3} anggota Dewan
G Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah,
. yang bersangkutan dianggap menerima hasi
22 = rapat.
%;j "(6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota
i Dewan Pengawas merupakan tindsk pidana
“i‘ yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
.yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak
sa hormat.
)
BAB X
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 25

(1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan

,:;;%,%L;w;jﬁfééggwas setelah mendengar pertimbangan

“DPRK. |

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.

(3) Batas usia untuk calon yang berasal dan luar

PDAM pada saat diangkat sebagal Direksi

pertama kali paling tinggi berumur 50 (lima

puluh) tahun.

15




ey
etz

-

i
i

Loatd g
it

Yohan ol N .

ﬂﬁéz_"\ e TR ] BT S gty T e "
L D Ry i e TN [ St LA T o
PSRRI St T ol

(4) Batas usia untuk calon yang berasal dari PDAM
pada saat diangkat sebagai Direksi pertama kali
paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima) tahun,

Pasal 26
(1). Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai
' berikut :
a.” pendidikan minimal Sarjana (S.1);
bh. lulus pelathan manajemen air minum di
" dalam atau di luar negeri yang ieiah

-~ <= terakreditasi dibuktkan dengan sertifikasi

. atau jjazah; - _
c. membuat dan menyajikan proposal tentang
71 7 visi dan misi PDAM,;
‘ persedia bekerja penuh waktu;
Lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and
' Proper Test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli
- yang ditunjuk oleh bupati atas pertimbangan
~ DPRK
£ t#idak terikat hubungan keluarga dengan
" BupatiWakil Bupati atau Dewan Pengawas
atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga
menurut garis lurus atau kesamping temasuk
" _menantu dan ipar; -
g. tidak menjadi pengurus Partai Politik/Pegawail
Negeri Sipi¥Tentara Nasional Indonesia/Polri.

oo
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2y Pangangkatan Direksi sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
.. Bupati. _

Pasal 27
(1) Jumiah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah
pelanggan PDAM dengan ketentuan:

16




a 1 (satu) orang Direksi untuk jumiah pelanggan
. sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);

b palmg banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk
jumlah pelanggan sampai dengan 30.001
tiga pulch ribu satu) sampai denhgan -

. . 100.000 (seratus ribu); dan

c. palmg banyak 4 {(empat) orang Direksi untuk

. . jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus

q - ribu).

P §nenwan jumlah Direksi sebagaimana

=t~ dimaksud pada ayat (1) huruf b dan hursf ¢

lakukan berdasarkan asas efisiensi dan

- *7 ofektivitas pengurusan dan perigelolaan PDAM.

{3) Direksi yang ‘berjumiah paling banyak 3 (tiga)

-orang atau paling banyak 4 (empat) orang
sebagarmana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf ¢, seorang dianteranya diangkat
- sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian
terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan
"yang dilakukan-oleh Bupati terhadap seluruh
Dmksu

i Pasal 28
z '(1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empaf) tahun
; —-dan: dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali
= :masé jabatan. _ _
rv};l%e-__ngangkatén_kembali-n.sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbuki
‘mampu- meningkatkan kinerja’ PDAM | dan
o menmgkatkan pelayanan. kebuh:han air minum
kepada masyarakat.

S Pasal 29
(1) Direksi dilarang memangku jebatan rangKap,
yakn|




11 i-g, Ciabatan Struktural atau Fungsional pada

- Hihstansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan
& o UDaerah; _ .
4 p: anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN,

Mo 7 dan Badan Usaha Swasta;

L SR, Lol B :

- =abatan’ yang dapat menimbulkan benturan
it -~~“Kepentingan pada PDAM; dan/atay;

il - dijabatan lainnya sesuai dengan ketentuén

¢} | I peraturan perundang-undangan.

% (2)-Direksi__tidak boleh mempunyai kepentingan

=zpripadi ‘secara fangsung atau tidak langsung
“yang dapat menimbulkan benturan kepentingan

e mrnited b
O L st tz
- iy .

TEENAT: e
1 pada PDAM.
gﬂj 52-;—:; m:; P -
i T Bagian Kedua
44 - Tygas dan Wewenang

3.

- Pasal 30

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut :
menyusun perencanaan, melakukan koordinasi
Jan: pengawasan seluruh kegiatan operasional

dan-p
‘BDAM;
b. membina pegawal,

- ‘mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
T enyelenggatakan administrasi umum dan
~Keuangan; : y
g ‘_:é}’;‘y.‘g’s:un""ﬁencaha—svategis Bisnis 5 (lima)
‘tahunan (pusiness plan/corporate plan) yang
disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui
Dewan Pengawas; |
menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis
dan Anggaran Tahunan PDAM yang merupakan
‘penjabaran tahunan dari Rencana Strategis
Bisnis (business plan/corporate plan) kepada.

Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

RS e e




l{églatan PDAM ftermasuk laporan keuangan
- " " kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasai 31
B DII'BRSI dalam melaksanakan tugas sebagalmana

A

_' a ‘mengangkat dan memberhentikan pegawai
% = PDAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian
o ‘_*'.'-'_.“AA":PDAM

=b:menetapkan susunan organisasi dan tata kerja
- “PDAM ‘dengan persetujuan Dewan Pengawas
. dan disahkan Bupati;

c_:.' mengangkat dan memindahkan pegawai untuk
-7 . menduduki jabatan dibawah Direksi;

. d._mewakili PDAM baik didalam maupun diluar

pengad:lan.
= "“e“""nenunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan

_____

hukum mewakili PDAM;
~{. menandatangani laporan keuangan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset

) %z';;——— -"—_—-mihk PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas
: % - “pertimbangan Dewan Pengawas;

72~ ° h. ‘melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam
ﬁ% - perjanjian dan melakukan kerjasama dengan
§ f " pihak lain dengan persetujuan Bupati atas
=—— —pertimbangan.. Dewan Pengawas dengan.:

o
o
b5

‘;?3 | menjaminkan aset PDAM.

. n
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Bagian Ketiga
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

‘ (1) Apabila sampai berakhimya masa jabatan

| Direksi, pengangkatan Direksi masih dalam
proses penyelesaian, Bupati dapat
menunjuk/mengangkat. Pejabat Sementara unfuk -

e paling lama 6 (enam) bulan.

- (2) Apabila dalam wakiu 6 (epam) bulan,
- pengangkatan Direksi baru belum dapat
dilakukan, maka Pejabat Sementara dapat

- diperpanjang waktunya.

(3) Apabila terdapat Direksi yang diberhentikan
sebelum masa jabatannya berakhir, Bupati
mengangkat Pejabat Sementara untuk paling
‘lama 3 (tiga) bulan. :

(4) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati. ‘

(5) Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (3) tidak dilakukan pelantikan
dan pengambilan sumpah jabatan.

Bagian Keempat

K Pasal 33 |

(1) Penghasilan Direksl terdiri  dari gaji dan

~ tunjangan. :

(2) Direktur Utama menerima gaji paling banyak 2,5 .
% (dua setengah persen) kali pengnhasilan
tertinggi pegawal PDAM dengan
mempertimbangkan kemarmpuan PDAM.




" (3) Direktur menerima gaji 90 % (sembilan puluh
»+  persen) dari gaji Direktur Utama.
" (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
o (1) terdiri dari
a. tunjangan kesehatan;
-b. tunjangan kemahalan;
c. perumahan dinas atau uang sewa rumah
yang pantas; dan - -
: d. tunjangan lainnya. ‘ '

- (5) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan,

' Direksi memperoleh bagian dari Jasa Produksi
_ vang diberikan setiap tahun.
(6) Besarnya gaji, tunjangan dan bagtan dari Jasa
Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ditetapkan
oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat
Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
(7) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi,

penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan
pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya, tidak
boleh melebihi 40 % (empat puluh persen) dari
seluruh realisasi biaya operasional perusahaan
tahun lalu.

Pasal 34
Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM

banyak 75 % (tuluh puluh Iuma persen) “dari jumlah
" penghasilan Direksi da[am 1 (satu)‘tah_un

Pasal 35 .
(1) Jasa Pengabdian dapat diberikan kepada
Direksi pada akhir masa jabatan, yang besamya
" ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan
Pengawas dan kemampuan PDAM.




Direksi yang diberhentikan dengan homat

‘sebelum masa jabatannya berakhir dapat

diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana
dimaksud ayat (1) dengan syarat telah
menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu)

- tahun.

Besarnya uang jasa pengabdlan sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas
perhitungan lamanya bertugas dibagi masa

' jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.-

Pasal 36

.. Dll'ekSI memperoleh hak cuti meliputi -

a. cuti tahunan;

b. cuti besar;

c. cuti sakit;

d. cuti karena alasan penting atau cuti
menunaikan ibadah haiji;

e. cuti nikah;

{f. cuti bersalin; dan -

g. cuti diluar tanggungan PDAM.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat { (1) dapat

dilaksanakan setelah mendapat persetujuan

Bupati.

Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tetap diberkan

"p_nqhasdan _penuh  kecuali cutl diluar

““tangguingan PDAM.

Pelaksanaan cuti sebagalmana dimaksud pada

_ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan

berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
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Bagian Kelima
- Pemberhentian

S ' Pasal 37
Dweks: berhenti karena !
a, masa jabatannya berakhir;
"B, meninggal dunia;
" ¢, permintaan sendiri;
Dlrek3| diberhentikan karena :
a. reorganisasi,
b. melakukan tindakan yang merugikan PDAM
c. melakukan tindakan atau berskap yang
bertentangan dengan kepentingan Daerah
atau Negara;
d. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
. e. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
(3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.

W MY

¥ Pasal 38 _
-~ (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan
- perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (2) huruf b dan huruf ¢ diberhentikan
_ sementara oleh bupati atas usul Dewan
- Pengawas untuk jangka waktu paling lama
= - (satu) bulan. ‘
===="(2) ~Pemberhentian -~ sementara  sebagaimana
‘dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

&
-t
i
)
il
i
4
%
ey

2 disertai dengan alasan dan diberitahukan
23 kepada yang bersangkutan.

f (3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak
~ pemberhentian sementara, Dewan Pengawas
N melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi
4 untuk menetapkan = yang  bersangkutan

diberhentikan atau direhabilitasi.
L 23




Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati
hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3
(tiga) sebagai  bahan Bupati  untuk
memberhentikan atau merehabilitasi.

Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan
yang sah, Yyang bersangkutan dianggap
o menerima hasil rapat. ’ ’
- (6) Apabila perbuatan yang ditakukan oleh Direksi
= - merupakan tindak pidana yang telah
== memperoleh  kekuatan hukum tetap, yang
' bersangkutan diberhentikan - dengan . tidak

@

hormat.
BAB Xl
KEPEGAWAIAN
Pasal 39

8 (1) Tata cara pengangkatan, penempatan,
1 penghasilan, pemberhentian dan ketentuan lain
— tentang kepegawaian PDAM ditetapkan oleh

~- Bupati.

¥ (2) Pengangkatan dan pemberhentian Manajer

- yang memimpin usaha lain sebagaimana

ke dimaksud dalam Pasal 29 huruf b dilakukan

=== —oleh-Birekst.— ——F " - - -

(3) Pengaturan kepegawaian pada unit usaha lain
yang dimiliki PDAM ditetapkan oleh Direksi
dengan persetujuan Dewan Pengawas.




BAB Xii
TANGGUNG JAWAB DAN GANT! RUGH

Pasal 40
Setiap tindakan dari anggota Direksi, anggota Dewan
Pengawas danfatau pegawai PDAM yang merugikan
PDAM, diselesaikan melalui tuntutan
perbendaharaan dan tuntutan. ganti rugl dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perindang-
undangan.

BAB Xilil -
ANGGARAN

Pasal 41

(1) Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

(2) Rancangan Anggaran PDAM terdiri dari Rencana
Anggaran Pendapatan dan Biaya, Anggaran
Penerimaan dan Pengeluaran Kas, serla
Anggaran Investasi.

(3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun
buku berakhir, -Direksi mengirimkan Rencana
Anggaran Perusahaan tahun berikuinya kepada
Bupati melalui Dewan Pengawas untuk
mendapatkan pengesahan.

(4) Selama Rencana Anggaran Perusakaan yang

banu_ "belum__disahkan_. oleh . Bupati, . maka
perusahaan menggunakan Anggaran tahun yang

~ lalu.

(5) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran dalam
tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat
persetujuan ferlebih dahulu dar ~ Dewan:
.Pengawas dan disahkan Bupati.

(6) Evaluasi pelaksanaan anggaran dllaksanakan

oleh Dewan Pengawas. SR -




- BABXIV __
DAM DAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Pertama
Laporan PDAM

el Pasal 42
‘(1) Direksi menyusun dan” menyampaikan laporan
seluruh kegiatan PDAM yang terdiri dari :

" a. Laporan bulanan berupa laporan keuangan
yang berisikan perthitungan laba rugi, arus
kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang
disampaikan kepada Dewan Pengawas;

. Laporan triwulan terdiri dari laporan kegiatan
operasional dan laporan keuangan setiap
triwulan yang disampaikan kepada Bupali
melalui Dewan Pengawas; dan

Laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan
operasional, laporan keuangan yang telah
diaudit dan evaluasi Kkinea yang
disampaikan kepada bupali melalui Dewan
Pengawas. |

Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ disampaikan paling lambat 3
(iga) bulan setelah tutup tahun buku untuk
mendapat pengesahan Bupati dan Bupat
mengesahkan laporan tahunan paling lambat 1
(satu) bulan setelah laporan diterima.

. Jika dalam waktu 1(satu) bulan setelah laporan
tahunan diterima, Bupati’ belum memberikan
pengesahan atau menyampaikan keberatan
tertulis, maka laporan tahunan dianggap telah -
disahkan.

Bupati memberikan pengesahan laporan
tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh
auditor pemerintah atau auditor independen.

26
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: éagnan Kedua
é‘_h_,,nungan Hasil Usaha

el Pasal 43

" persih hasit usaha PDAM yang telah
“Sdikurangi pajak penghasilan PDAM ditetapkan
= pe gtinaannya sebagai berikut::

2. “setor ke Kas Daerah 55 % (lima puluh lima

_¢adangan Umum 15 % (lima belas
perseratus), '

ana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh

- perseny),;

d: jasa Produksi 10 % (sepuiuh persen) dan

. sumbangan Dana Pensiun dan pesangon 10

- % (sepuluh persen).

ifician penggunaan laba bersih sebagaimana
maksud pada ayat (1) diatur oleh bupati.

agian laba untuk Cadangan Umum dapat

dfpergunakan untuk keperluan lain ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
PENGAWASAN

e Pasal 44
iL‘lLEengawasan _terhadap pengelolaan PDAM
:ﬁfm{.‘-tdﬂaksanakarroleh“- R '
i =~ a. Pengawas infernal; dan
"b. Pengawas eksternal.

. - pengawas ekstemal
: disampaikan kepada Bupati.

—(8)- Pengawasan-sebagaimana dimaksud pada ayat
zl - (2)dilakukan
setahun sekali atau sesual dengan kebutuhan,

3 - 27




- BABXVI
“PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANGIJASA

Bagian Pertama
Kerja Sama

Pasal 45 - | .
(1) PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan
* pihak ketiga ~sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. _
(2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana
"~ dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
~ setelah mendapat persetujuan Bupati.
(3) Pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerja - ~
‘Sama dengan pihak ketiga .dilakukan oleh
Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pinjaman

- " Pasal 46 |

(1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan ;
sumber dana dalam negeri dan luar neger

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

. undangan. .

——(2)_Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus

FANL FRLFTE - I AT RIS . DT

membuat “pémyataan kesanggupan untuk
melunasi pinjaman dan membuat rencana
pembayaran pinjaman. -

(3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman “dari
Pemerintah Kabupaten, maka PDAM wajib .
mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan
membayar angsuran kepada pemerintah daerah
sesuai jangka waktu pengembalian setiap

tahunnya.




Bagian Ketiga
Séngadaan BaranglJasa -

Pasal 47
ngadaan barang/jasa diatur oleh Direksi
raturan perundang-undangan.

. Pasal 48 R
wajib melestarikan lingkurgan sumber air
emampuan. -

E5rc. BAB XV
“TARIF DAN BEBAN TETAP

i Ppasal49
W)=Tarif air minum dan beban tetap rekening air
inum PDAM ditetapkan dengan Keputusan

rekéning air minum didasarkan prinsip-prinsip :
- keterjangkauan dan keadilan;

_ —Db-mutu-pelayanan;
—*=——=c-pemulihan-biaya;

P e —

=RE——="d efisiensi pemakaian air;

e. transparansi dan akuntabilitas; dan -
'_’_ f. periindungan air baku




L BAB XViil
- PEMBUBARAN

Y Pasal 50 -

1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Qanun.

7). Penunjukan dan tugas panitia ikuidasi

' ditetapkan oleh Bupati.

3) Seteleh diadakan likuidasi semua kekayaan

PDAM menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

1y Dalam Likuidasi, Pemerintah  Kabupaten
- bertanggung jawab atas kerugian yang diderita

oleh pihak lain, apabila kerugian ftu
disebabkan karena neraca dan perhitungan
laba rugi yang telah disahkan tidak
menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XIX
DANA PENSIUN

- Pasal 51 ‘
- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib dilkutsertakan
pada program pensiun yang diselenggarakan
oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana
T Pensiun Lembaga Keuangan.

- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) didasarkan- atas
== __pertimbangan optimalisasi, dan kepastian

~“Ihanfaat bagi Direksidan pegawal PDAM
sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan. o

~ {3) Atas pertimbangan efekiifitas dan ~efisiensi
: penyelenggara program pensiun sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana

pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan
: oleh gabungan PDAM. ~
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Pasal 52

(1) Segala kekayaan/aset BPAM baik berupa
- Pasiva maupun aktiva atau lainnya dinyatakan
“ menjadi kekayaan/aset PDAM

(2) Sebelum pengangkatan Direksi dan Dewan
" . Pengawas, maka untuk kelancaran tugas
. sehari-hati pada PDAM - perlu membentuk
_ suatu pengurus dengan Keputusan Bupati.

BABXXI
KETENTUAN PENUTUP

: Pasal 53

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini maka ketentuan
lain yang bertentangan dengan Qanun ini
. dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau
Keputusan Bupati.

s Pasal 54
o - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
= - _
=5———=—/gar sefiap orang mengetahui, memerintahkan
sh====° pengundangan Qanun ini dengan penempatannya
j_‘? dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
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Bltetapkan di Meureudu

padatanggal 28 Juli 2010 M
16 Syaban 1431 H
BUPATI PIDIE JAYA,

M. GADE SALAM
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